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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan 

penerapan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang 

Dalam Penanganan  Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris. Hal ini 

sangat menarik untuk di kaji karena pada kasus yang diambil dari Putusan 

Putusan PN Kota Palembang Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.PLG, Majelis Pengawas 

Daerah Kota Palembang menggelar sidang etik akibat dari pelanggaran kode 

etik PPAT yang semestinya menjadi kewenangan Majelis Kehormatan PPAT. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum  normatif dengan 

menggunakan studi pustaka dan  wawancara guna mendapatkan data dalam 

penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan secara pustaka digunakan 

untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan 

Majelis Pengawsas Daerah dalam menjalankan kewenangannya, sedangkan 

pendekatan wawancara dengan cara terjun langsung ke lapangan digunakan 

untuk mengumpulkan data primer yang ada dimasyarakat mengenai bentuk 

pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang dan 

dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan menetapkan 

narasumber berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Narasumber dalam 

penelitian ini melibatkan Majelis Pengawas Kota Palembang. 

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas 

berdasarkan UUJN hanya meliputi pelanggaran terhadap UUJN itu sendiri, 

ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris, maka berdasarkan 

Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, merupakan kewenangan 

Dewan Kehormatan Notaris, meskipun dalam menjalankan kewenangannya 

Dewan Kehormatan dapat berkoordiinasi dengan Majelis Pengawas namun 

pelaksanaan sidang etiknya tetap menjadi kewenangan Dewan Kehormatan. 

Apabila pelanggarannya terhadap kode etik PPAT maka berdasrkan Pasal 33 

PP Nomor 24 Tahun 2016 menjadi kewenangan Majelis Kehormatan PPAT. 

Pada kasus Perkara dalam putusan pengadilan Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.PLG, 

terjadi pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh PPAT terhadap 

Akta Jual Beli yang dibuatnya, namun masyarakat secara awam yang dalam 

hal ini menjadi pihak yang dirugikan oleh PPAT melaporkannya kepada 

Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang, kemudian Majelis Pengawas 

Daerah Kota Palembang tetap menyelenggarakan sidang etik yang 

semestinya bukan merupakan kewenangannya,melainkan kewenangan dari 

Majelis Kehormatan PPAT dan hasil dari sidang etik tersebut bahkan dijadikan 

sebagai dasar Putusan Pengadilan. 

 

 

Kata kunci : Notaris, Majelis Pengawas, Majelis Kehormatan, Kode Etik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the background and the Authority of 

Notary Supervisory Board of Palembang City Region In Handling of Code of 

Ethic Violations Conducted by Notary. This is very interesting to be studied 

because in the case taken from the Decision of Palembang City Court Number 

27 / Pdt.G / 2013 / PN.PLG, the Regional Supervisory Board of Palembang City 

held an ethical trial resulting from a violation of the code of ethics of PPAT 

which should be the authority of the PPAT Supervisory Board. 

This type of research is normative legal research using literature study 

and interviews to obtain data. The method used in the literature approach is 

used to analyze the various laws and regulations related to the Regional 

Supervisory Board in carrying out its authority, while the approach of direct 

field interview is used to collect primary data available in the community on 

the form of implementation of the Authority of the Regional Supervisory Board 

of Palembang City and by linking the applicable legal norms by establishing 

resource persons based on established criteria. The resourches in this study 

involved the Supervisory Board of Palembang City. 

The result of this study states that the Authority of Supervisory Board 

based on UUJN only handled violation of UUJN itself, when violation of notary 

code of ethics, based on Article 12 of the Articles of Association of Indonesian 

Notaries, is the authority of Notary Board of Honor, although in exercising its 

authority Honorary Council can coordinate with the Supervisory Assembly but 

the implementation of its ethical hearing remains the authority of the Council 

of Honor. If the violation of the code of ethics of PPAT then based on Article 33 

Government Regulation No. 24 of 2016 becomes the authority of the PPAT 

Honorary Board. In the case of the Case in the court decision Number 27 / 

Pdt.G / 2013 / PN.PLG, there was a violation of the code of ethics conducted 

by PPAT against the Deed of Sale and Purchase it made, but the general 

public who in this case became the disadvantaged party by PPAT reported it 

to the Regional Supervisory Board of Palembang City, then the Regional 

Supervisory Board of Palembang still holds an ethical session which should 

not be the authority, but the authority of the PPAT Honorary Council and the 

result of the ethical session is even used as the basis of Court Decision. 

 

 

Keywords: Notary, Supervisory Board, Honorary Board, Code of Ethic. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum 

dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai 

peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum.1 Notaris adalah 

pejabat publik dengan satu-satunya wewenang untuk membuat 

akta kesepakatan kontrak atau keputusan dengan yang diharuskan 

oleh hukum untuk diformulasikan dalam dokumen yang 

dikonfirmasi. notaris juga bertanggung jawab untuk mengatur 

tanggal akta, untuk menyimpan untuk memberikan grosse yang sah 

atau salinan atau kutipan sebagian dari perbuatan, asalkan 

pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya 

dan hanya tugas eksklusif dari notaris.2 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Jabatan 

Notaris nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014, memberikan 

pengertian mengenai Notaris yakni sebagai berikut: 

 

                                                           
1 Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 

hlm. 73. 

                          
2
 Deviana Yuanitasari, The Role Of Public Notary in Provinding Legal 

Protection on Standart Contract For Indonesian Consumers, Sriwijaya Law Riview, 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume 1 Issue 2, July 2017, hlm 180. 
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“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau 

berdasarkan undang-undang lainnya”.  

 Notaris sebagai Pejabat Umum adalah terjemahan dari 

Openbare Ambtenaren sesuai dengan yang ada pada Pasal 1868 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan kamus hukum, 

ambtenaren memiliki beberapa arti yang salah satu artinya 

merupakan pejabat. Oleh karenanya Openbare Ambtenaren juga 

dapat diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk 

membuat akta autentik yang melayani kepentingan masyarakat dan 

kualifikasi ini diberikan kepada Jabatan Notaris. Istilah pejabat 

dapat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang 

jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang jabatan.3 

Notaris merupakan satu dari beberapa jenis penegak hokum 

yang ada di Indonesia berwenang membuat akta otentik sebagai 

alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian di muka 

persidangan.4 Pendapat dari Para ahli hukum menyatakan bahwa 

akta Notaris sebagai alat bukti di dalam suatu persidangan di 

pengadilan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak tentang 

isinya akan tetapi walaupun demikian masih dapat dilakukan 

penyangkalan dengan pembuktian terbalik oleh saksi-saksi yang 

                                                           
3 Badudu dan Zain, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, Hlm. 543. 
4  Liliana Tedjosaputro, 1991, Mal Praktek Notaris Dan Hukum Pidana, 

CV.Agung, Semarang, Hlm. 4. 

1 
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bisa memberikan bukti lain bahwa apa yang diterangkan dan 

termuat pada akta adalah tidak dapat dibenarkan. Keberadaaan 

Pejabat umum (Notaris) sangatlah penting khususnya dalam hal 

penjaminan kepastian hukum kepada masyarakat menyangkut 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Oleh 

karena itu masyarakat pada saat ini sangat membutuhkan alat bukti 

tertulis. Alat bukti tertulis terdapat pada Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, “Suatu akta autentik adalah akta yang 

bentuknya ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau 

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 

tempat akta tersebut dibuatnya”. 

Akta autentik memiliki kekuatan tetap dan sempurna, 

sehingga bersifat mutlak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. 

Notaris merupakan penjabat yang berwenang untuk membuat akta 

autentik, kewenangan tersebut begitu besar karena mewakili 

kewenangan negara dalam memberikan kepastian hukum. 

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti 

sempurna hal ini berarti bahwa akta yang dibuat oleh notaris tidak 

perlu dilengkapi dengan alat bukti lainnya dalam sengketa di 

Pengadilan. Kewenangan ini membuat negara mengatur terkait 

pengawasan dan sanksi bagi Notaris yang melangar peraturan 

pelaksanaan jabatan. Notaris harus tunduk pada Undang-Undang 

Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, Kode 
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Etik Notaris dan juga peraturan lain yang berkaitan dengan jabatan 

Notaris. 

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan 

sekumpulan kaedah moral yang wajib ditaati oleh seluruh anggota 

perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan 

sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara 

Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Hal 

tersebut berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan 

Notaris Indonesia (I.N.I). Kode Etik ini dibuat dan ditetapkan oleh 

Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan yang termaktub dalam 

Pasal 83 Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014. 

Ruang lingkup Kode Etik Notaris  Ikatan  Notaris Indonesia 

(I.N.I) ini terdapat pada Bab II Pasal 2 Kode Etik Notaris yang ruang 

lingkupnya meliputi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang 

lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam 

pelaksanaan jabatan maupun kehidupan sehari-hari. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Kode Etik mengatur perilaku anggota 

Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan 

menjalankan jabatannya sebagai Notaris baik ketika menjalankan 

jabatannya maupun di dalam kehidupan sehari-harinya. 

Dalam terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris 

kewenangan untuk pemeriksaan atas pelanggaran, yaitu terdapat 

pada salah satu alat perkumpulan, dalam hal ini adalah Dewan 

Kehormatan. Apabila laporan pelanggaran tersebut diperoleh dari  
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sesama anggota Perkumpulan, namun apabila laporan atas dugaan 

pelanggaran kode etik diperoleh dari masyarakat, maka 

kewenangan memeriksa ada pada Majelis Pengawas. Kewenangan 

Majelis Pengawas sesuai dengan ketentuan pada UUJN hanyalah 

melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran UUJN saja, apabila 

terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang berwenang 

melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat 

menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya adalah Dewan 

Kehormatan, terdapat beberapa sanksi yang dikenakan terhadap 

anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran 

kode etik berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu :5  

a. Teguran; 

b. Peringatan; 

c. Schorzing (pemecatan sementara) dari keanggotaan 

Perkumpulan; 

d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; 

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan 

Perkumpulan. 

Selain dari sanksi-sanksi yang bersifat administratif, 

pelanggaran terhadap kode etik juga dapat berakibat pada sanksi 

pidana apabila melanggar salah satu ketentuan Pasal 3 huruf m Kode 

Etik Profesi Notaris mengenai pelaksanaan jabatan Notaris 

khususnya menegenai pembuatan, pembacaan dan 

                                                           
5 Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaaris Indonesia (I.N.I) 
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penandatanganan akta (verleiden) dilakukan di kantor tempat 

kedudukannya, kecuali terdapat alasan-alasan yang dapat 

dibenarkan dan sah, sehingga apabila ketentuan tersebut dilanggar 

maka Notaris tersebut selain dapat dikenakan sanksi administratif, 

Notaris tersebut bisa juga terkena hukuman baik perdata ataupun 

pidana. 

Pelanggaran terhadap Kode Etik yang sampai masuk dalam 

kompetensi peradilan juga terjadi di Kota Palembang dengan nomor 

perkara Nomor: 27/Pdt.G/2013/PN.PLG. Perkara tersebut mengenai 

seorang Notaris Kota Palembang yang telah membuat Akta Jual Beli 

Nomor 1693/SU.II/2010 berdasarkan pemalsuan dokumen berupa 

identitas dan tandatangan salah satu pihak, yaitu pihak penjual. Akta 

Jual Beli tersebut dibuat pada tahun 2010, sedangkan bukti 

kepemilikan atas tanah berupa sertipikat yang menjadi dasar jual-

beli masih atas nama pemilik tanah yang sudah meninggal pada 

tahun 2009, dengan demikian Akta Jual Beli tersebut jelas tidak 

dimungkinkan dihadiri apalagi di tandatangani oleh pihak penjual. 

Tindakan Notaris tersebut atas Akta Jual Beli yang dibuatnya 

jelas telah melanggar kode etik Pasal 3 huruf m Kode Etik Profesi 

Notaris mengenai menjalankan jabatan Notaris terutama dalam 

pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di 

kantornya. Berdasarkan pelanggaran tersebut pihak yang merasa 

dirugikan atas kasus Akta Jual Beli Nomor 1693/SU.II/2010 

melaporkan Notaris yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas 
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Daerah Notaris Kota Palembang. Majelis Pengawas Daerah Kota 

Palembang menggelar sidak kode etik yang putusannya diberikan 

oleh Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Selatan dan dijadikan 

sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan 

Negeri Kota Palembang dengan Nomor Putusan 

27/Pdt.G/2013/PN.PLG. 

Peranan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta 

autentik harus benar-benar dilakukan pengawasan, karena tidak 

jarang Notaris baik dengan sengaja atau pun tidak sengaja 

melakukan pelanggaran terhadap jabatan Notaris. Karenanya 

Menteri melakukan Pengawasan terhadap Notaris yang pada 

pelaksanaannya membentuk suatu Majelis Pengawas yang terdiri 

dari tiga elemen, yaitu Pemerintah (tiga orang), Akademisi (tiga 

orang) dan Notaris (tiga orang) diharapkan dapat mencegah Notaris 

dalam perbuatan melawan hukum khususnya mengenai 

pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Notaris itu sendiri. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik 

melakukan penelitian dan akan membahas lebih lanjut dalam 

bentuk tesis mengenai LIMITASI KEWENANGAN MAJELIS 

PENGAWAS NOTARIS DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM 

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG 

DILAKUKAN NOTARIS (Analisis Putusan PN Kota Palembang 

Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.PLG). 

 



8 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah 

dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut:  

1. Apakah Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah 

Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh Notaris membebaskan sama sekali Majelis 

Pengawas Notaris Daerah dalam penanganan pelanggaran kode 

etik, analisis Putusan PN Kota Palembang Nomor 

27/Pdt.G/2013/PN.PLG ? 

2. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung 

pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota 

Palembang Dalam Penanganan Pengaduan yang terdapat 

Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Notaris ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah: 

1) Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Limitasi 

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota 

Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang 

Dilakukan Oleh Notaris membebaskan sama sekali Majelis 

Pengawas Notaris Daerah dalam penanganan pelanggaran 
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kode etik,  Analisis Putusan PN Kota Palembang Nomor 

27/Pdt.G/2013/PN.PLG 

2) Untuk mengetahui bentuk faktor-faktor yang menghambat 

dan mendukung pelaksanaan kewenangan majelis pengawas 

Notaris daerah kota Palembang dalam penanganan 

pengaduan yang terdapat pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh Notaris. 

 

2.  Manfaat Penelitian 

2.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan 

memberikan konstribusi dalam pengembangan ilmu hukum 

khususnya pada hukum kenotariatan, serta menambah referensi 

yang berkaitan dengan kewenangan majelis pengawas Notaris 

daerah kota Palembang dalam penanganan pelanggaran kode 

etik yang dilakukan oleh Notaris. 

2.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan 

pengetahuan serta masukan untuk proaktif khususnya untuk 

Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya agar selalu 

berpedoman pada Kode Etik Jabatan Notaris. 

 

D. Kerangka Teori 

1. Grand Theory 
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Teori Kewenangan 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang 

disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai 

hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat 

keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab 

kepada orang/badan lain.6 

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang 

berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat 

dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan 

dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang 

pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan 

hukum publik.7 

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum 

tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambar-

kan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus 

berarti hak dan kewajiban.8  Dalam hukum publik, wewenang 

berkaitan dengan kekuasaan.9  

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang. 

Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat 

diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan 

                                                           
6 Kamal Hidjaz, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam 

Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar,  hal 35. 
7  Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo 

Persada. Jakarta,  hal 71 
8 Nurmayani, 2009,  Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung 

Bandar lampung,  hlm 26. 
9   Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas 

Airlangga, Surabaya, hlm. 1 
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dengan cara atribusi, delegasi dan mandat, tanpa kewenangan 

tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.10 

Diharapkan dengan adanya substansi teori kewenangan, 

setiap keputusan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota 

Palembang dalam penanganan Pelanggaran Kode Etik yang 

dilakukan oleh Notaris dapat terlaksana dalam upaya 

mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui 

putusan-putusan yang diambilnya dalam penyelesaian perkara. 

 

2. Middle Range Theory 

Teori Pengawasan 

Dalam middle range theory terdapat teori pengawasan, 

hal ini terdapat kaitannya dengan pengawasan yang ditujukan 

kepada notaris, Sujamto mengatakan, arti pengawasan secara 

sempit adalah segala bentuk kegiatan atau usaha untuk 

mengetahui serta memberikan penilaian atas fakta yang 

sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah 

sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan 

pengawasan dalam makna luas beliau mengartikan sebagai 

pengendalian, pengertiannya lebih forceful daripada 

pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk 

                                                           
10  F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang 

Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 219 
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menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau 

pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.11 

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.12 

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris pada Pasal 67 ayat (5) menyatakan bahwa 

Pengawasan meliputi pengawasan atas segala perilaku Notaris 

dan pelaksanaan jabatannya. Pengawasan terhadap perilaku 

Notaris dalam UUJN ini juga dapat ditemukan pada Pasal 9 ayat 

(1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu mengenai perilaku Notaris 

yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela, serta 

perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan 

Notaris. 

Rumusan di atas menjelaskan bahwa yang menjadi pokok 

dari pengawasan adalah agar segala hak dan kewajiban yang 

diberikan kepada Notaris oleh peraturan perundang-undangan  

senantiasa dilakukan sesuaidengan koridor yang telah 

ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga dasar moral dan 

etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan 

kepastian hukum bagi masyarakat. 

                                                           
11 Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, (Jakarta : Sinar 

Grafika, 1987), hlm. 53. 
12 Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta : 

Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 12 
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3. Applied Theory 

Teori Jabatan  

Dalam applied theory terdapat teori mengenai jabatan, 

Logemann menyatakan, bahwa jabatan adalah lingkungan 

pekerjaan tetap yang digaris batasi dan yang disediakan untuk 

ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan 

untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum 

tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang 

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan 

kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian  

pejabat.13 

Dalam hal ini jabatan Notaris keberadaannya diinginkan 

keberadaannya oleh suatu aturan hukum yang bermaksud untuk 

memberikan bantuan dan memberikan layanan kepada 

masyarakat yang memerlukan suatu bukti tertulis yang bersifat 

autentik tentang keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. 

Berdasarkan hal semacam ini menurut Habib Adjie,14  mereka 

yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk 

melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut masyarakat 

dapat memberikan honorarium  kepada Notaris. 

 

                                                           
13 Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Op.Cit. Hlm. 79 

14  Habib Adjie. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris. 

Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 32 
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E. Kerangka Konseptual  

1. Majelis Pengawas 

Notaris berasal dari kata Notarius adalah sebutan yang 

terdapat sejak jaman Romawi, disematkan pada orang–orang 

melakukan suatu pekerjaan sebagai penulis. Fungsi Notaris  

pada saat itu masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada 

waktu sekarang. Nama Notarius ini lambat laun mempunyai arti 

berbeda dengan semula, sehingga kira–kira pada abad ke-dua 

sesudah Kritus yang disebut dengan nama itu ialah mereka 

yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti 

stenograaf sekarang. Ada juga pendapat yang menyatakan 

bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan “nota literaria”, 

yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan sesuatu 

perkataan.15 

Fungsi pengawasan terhadap Notaris merupakan 

kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

sebagaimana tersebut di dalam Pasal 67 ayat 1 UUJNP, yang 

dalam pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas Notaris 

mulai dari tingkat pusat  dilaksanakan oleh Majelis Pengawas 

Notaris Pusat, tingkat Provinsi oleh Majelis Pengawas Notaris 

Wilayah dan tingkat Kabupaten/Kota oleh MPD. Hal yang 

demikian terdapat pada Pasal 67 ayat 2, Pasal 68 dan Pasal 69 

Undang-Undang  Jabatan Notaris Perubahan. 
                                                           

15 R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu 

Penjelasan, Rajawali Press, Jakarta hlm. 14. 
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Keanggotaan dari Majelis Pengawas Notaris tingkat pusat, 

wilayah dan daerah sebanyak sSembilan orang dan dengan 

komposisi tiga elemen sebagaimana tersebut di pada Pasal 67 

ayat (3) UUJNP bahwa: 

1. Pemerintah sejumlah tiga. 

2. Organisasi Notaris sejumlah tiga. 

3. Akademisi sejumlah tiga. 

Majelis Pengawas dari tingkat pusat hingga tingkat daerah 

memiliki kewenangan yang berbeda-beda, sebagaimana yang 

telah terdapat pada Pasal 69 hingga Pasal 81 UUJNP. Begitu 

terperincinya pengaturan mengenai pengawasan terhadap 

Notaris sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang  

diharapkan pengawasan dan pembinaan dapat berjalan dengan 

efektif. Dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya 

pelanggaran ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak 

semestinya dilakukan oleh Notaris yang dapat merugikan 

masyarakat dalam hal ini klien yang bersangkutan ataupun 

merugikan Notaris itu sendiri.  

Pengawasan secara internal dilakukan melalui Majelis 

Pengawas yang anggotanya merupakan Pejabat Notaris itu 

sendiri sehingga dapat melakukan pengawasan secara lebih 

dalam. Anggota dari elemen yang lain adalah pihak luar dalam 

hal ini diakili oleh akademisi, pemerintah, serta masyarakat. 

Komposisi anggota Majelis Pengawas yang semacam ini 
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diharapkan bisa memberi pengawasan yang baik dan maksimal 

serta memeriksa secara lebih objektif, oleh karenanya setiap 

pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya tidak bertentangan dari UUJN karena diawasi secara 

internal maupun eksternal.  

Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa 

menyadari bahwa ia diangkat oleh penguasa bukan hanya 

untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk 

kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, Undang-Undang 

memberikan kepada Notaris kepercayaan yang besar dan 

sejalan dengan itu, Notaris harus pula menyadari bahwa setiap 

pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan 

tanggung jawab di atas bahunya baik berdasarkan hukum, 

moral maupun etika.  

Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak 

pengawasan didaerah (Kabupaten/Kota) mempunyai 

kewenangan sebagaimana tersebut pada Pasal 70 Undang-

Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 yang berbunyi:  

a.  Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya 

dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran 

pelaksanaan jabatan Notaris; 
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b.  Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris 

secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau 

setiap waktu yang dianggap perlu; 

c.  Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 

(enam) bulan; 

d.  Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan 

usul Notaris yang bersangkutan; 

e.  Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang 

pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 

(dua puluh lima) tahun atau lebih; 

f.  Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai 

pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat 

sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 11 ayat (4); 

g.  Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya 

dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran 

ketentuan dalam undang-undang ini; dan 

h.  Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, 

huruf f, dan huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka 

dapat dipahami bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum pada saat 

melaksanakan kewenangannya walaupun sudah mempunyai 

keahlian profesi di bidang hukum, namun tetap tidak 
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berlandaskan dengan tanggung jawab serta perilaku yang 

baik. 

 

2. Kode Etik Notaris 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kode Etik artinya 

norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu 

sebagai landasan ukuran tingkah laku,16 sedangkan di dalam 

kamus hukum dijelaskan bahwa Kode (latin) memiliki arti : 

codex, Kitab Undang–Undang, tanda yang mempunyai arti 

tertentu, Kode Etik; aturan tata etika suatu kelompok 

masyarakat atau korp. 17  Kode etik berarti suatu kumpulan 

peraturan dari, oleh dan untuk suatu kelompok orang yang 

bekerja atau berprofesi dalam bidang tertentu.18 

Menurut Abdul Ghofur Anshori bahwa kode etik adalah : 

“Norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun 

tidak tertulis mengenai etika, berkaitan dengan sikap serta 

pengambilan putusan hal – hal fundamental dari nilai dan 

standar perilaku orang yang dinilai baik atas buruk dalam 

menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, 

ditetapkan dan ditegakan oleh organisasi profesi”.19 

  

Sedangkan definisi kode etik berdasarkan Pasal 1 ayat ( 2 ) 

Kode Etik menyebutkan bahwa; 

                                                           
16 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

1990, Balai Pustaka,  Jakarta,  hlm. 240. 
17 Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,                

hlm. 89. 
18 Liliana Tedjosaputro, Op.Cit, hlm. 75. 
19Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, 

Perspektif Hukum dan Etika, UII Press,Yogyakarta, hlm. 48.  
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“Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan 

oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan 

Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang 

ditentukan dan diatur dalam Peraturan Perundang – 

Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku 

bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota 

perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas 

dan jabatan sebagai Notaris, Termasuk di dalam nya para 

Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris 

Pengganti Khusus.” 

 

Berdasarkan pengertian mengenai kode etik di atas, 

maka kedudukan kode etik sangatlah penting bagi profesi 

jabatan Notaris, dikarenakan dalam kode etik terkadung 

kaedah-kaedah moral yang hal tersebut dapat dijadikan 

pedoman bagi perilaku diri Notaris baik pada saat 

melaksanakan jabatannya juga pada kesehariannya. Sehingga 

dengan adanya Kode Etik Notaris, Notaris dapat menjalankan 

jabatannya dengan profesional dan berintegritas. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif menganalisis suatu 

keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-

bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, 

hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.  

Berlandaskan ”Paradigma Hermeneutik”  yang dilandasi oleh 
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pemahaman filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagaimana 

dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta :  

”.... ilmu hukum adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam 

kelompok ilmu-ilmu praktikal yang ke dalam pengembanannya 

berkonvergensi dengan semua produk ilmu-ilmu lain 

(khususnya sosiologi hukum, sejarah hukum, dan filsafat hukum) 

yang relevan untuk (secara hermeneutis) menetapkan proposisi 

hukum yang akan ditawarkan untuk menjadi isi putusan hukum 

sebagai penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi. 

Penetapan Proposisi hukum tersebut dilakukan berdasarkan 

aturan hukum positif yang difahami (diinterpretasi) dalam 

konteks keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang tertata dalam 

suatu sistem (sistematikal) Dan latar belakang sejarah (historikal) 

dalam kaitan dengan tujuan pembentukannya dan tujuan hukum 

pada umumnya (teleologikal) yang menentukan isi aturan hukum 

positif tersebut, dan secara kontekstual merujuk pada faktor-

faktor sosiologikal dengan mengacu pada nilai-nilai kultural dan 

kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa 

depan”.20 

2. Pendekatan Penelitian 

                                                           
20 Bernard Arief Sidharta. 2001. Disiplin Hukum Tentang Hubungan Antara 

Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum (State Of The Arts). Makalah 

disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum. Jakarta 11-13 

Februari. Hlm.9. 
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Penelitian yang akan dilakukan menggunakan tiga metode 

pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab 

permasalahan, yaitu : 

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Digunakan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan 

kewenangan, pengawasan, dan jabatan notaris selaku pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.  

 

 

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Ibrahim menyatakan “Penelitian Normatif tentu harus 

menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti 

adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus 

tema sentral dalam suatu penelitian”. 21  Dilakukan untuk 

mendapatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-

undangan jabatan Notaris, kode etik dan peraturan pemerintah 

lainnya yang berkaitan dengan kewenangan majelis pengawas 

Notaris kota Palembang terhadap pelaggaran kode etik yang 

dilakukan Notaris. 

c. Pendekatan   Kasus  (Case Approach) 

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif 

mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma 

atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik jabatan 
                                                           

21 Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III 

(Bayumedia Publishing: Malang, 2007), hal. 302 
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Notaris. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai 

kasus-kasus yang telah mendapat putusan.  

Dalam penulisan ini penulis akan menganalisis putusan 

perkara perdata di pengadilan Negeri Kota Palembang dengan 

Nomor Putusan 27/Pdt.G/2013/PN.PLG yang mana dalam kasus 

putusan tersebut merupakan kasus pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh Notaris Kota Palembang.  

 

 

3. Bahan Penelitian 

 Bahan penelitian meliputi sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer. 

Bahan hukum primer  adalah bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat, bersumber dan/atau yang dikeluarkan oleh 

lembaga resmi, meliputi peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yang terdiri atas : 

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; 

 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I); 

 Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 

27/Pdt.G/2013/PN.PLG 

 Peraturan Pemerintah lainnya yang terkait. 
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b. Bahan Hukum Sekunder.  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,  seperti 

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, 

hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, dokumen pribadi  

atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan 

dengan pokok bahasan penelitian, serta bahan-bahan yang 

diperoleh dari internet. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang 

memberi petunjuk dan  menjelaskan bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, kamus 

hukum, surat kabar, majalah, sepanjang memuat informasi yang 

relevan.22 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum Penelitian 

 Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi 

dan identifikasi secara normatif melalui peraturan perundang-

undangan dan peraturan-peraturan terkait lainnya, melalui 

teknologi informasi (internet) serta melakukan wawancara 

dengan narasumber sesuai permasalahan penelitian.  

 

5. Analisis Data 
                                                           

22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif, 

Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 14-15 
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Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, 

menafsirkan data-data yang diperoleh dari penelitian. Data yang 

diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian 

lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis yang secara 

kualitatif, artinya sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.23 

 

Hasil data yang telah didapat lalu dikumpulkan dan 

diseleksi sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian 

dipaparkan secara deskriptif. Dipaparkan secara deskriptif, 

artinya dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

berdasarkan peristiwa dan pengalaman yang didengar dan 

dicatat selengkap dan seobjektif mungkin.24 

Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang 

menyeluruh dan jelas mengenai tata cara Kewenangan Majelis 

Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dan alasan mengapa dapat 

terjadi Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris. 

 

 

 

 

                                                           
23  Lexy J. Moelong, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif,  PT. Remaja 

Rosdakarya, Bandung, hlm. 3. 
24 Ibid, hlm. 156 
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